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ABSTRACT  
The management of marine resources in small island regions is often hampered by fragmented knowledge 

systems, overlapping institutional mandates and a lack of coordination among stakeholders, which hinders 

the development of effective and adaptive governance. This article highlights how social learning within 

a Community of Practice (CoP) involving various stakeholders contributes to strengthening marine 

resource governance in this context.  This study adopts a qualitative case study approach focusing on the 

Jaringan Peduli Laut (JALA) in North Bintan Island, Indonesia. Data were collected through in-depth 

interviews, focus group discussions (FGDs), and field observations, enabling a deep understanding of the 

processes of interaction and collaborative practices amongst the actors. Findings indicate that social 

learning emerges through sustained interaction, reflective dialogue, and repeated collective practices 

involving civil society organisations, local communities, government agencies, and academic actors. These 

processes facilitate the integration of local ecological knowledge with scientific perspectives, whilst 

fostering trust, shared understanding, and distributed leadership across the network. CoPs evolve beyond 

knowledge-sharing platforms into mechanisms that strengthen collective capacity to support joint adaptive 

management. This is evident in the emergence of community-based conservation initiatives, improved 

coordination in addressing coastal environmental challenges, and the gradual strengthening of institutional 

legitimacy at the local level. Although there have been positive developments, several challenges remain, 

including disparities in organisational capacity, communication barriers, and the differing interests of 

stakeholders that continue to shape the direction of collaboration.  

Keywords: Social learning, Community of practices, Adaptive co-management, Marine governance. 

 

 

ABSTRAK 
Pengelolaan sumber daya laut di wilayah pulau-pulau kecil seringkali terhambat oleh sistem pengetahuan 

yang terfragmentasi, tumpang tindihnya mandat kelembagaan, dan minimnya koordinasi di antara para 

pemangku kepentingan, yang menghambat pengembangan tata kelola yang efektif dan adaptif. Artikel ini 

menyoroti bagaimana pembelajaran sosial (social learning) dalam Komunitas Praktik (Community of 

Practice/CoP) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dalam memperkuat tata 

kelola sumber daya laut dalam konteks tersebut.  Studi ini mengadopsi pendekatan studi kasus kualitatif 

yang berfokus pada Jaringan Peduli Laut (JALA) di Pulau Bintan Utara, Indonesia. Data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi lapangan, yang 

memungkinkan pemahaman mendalam tentang proses interaksi dan praktik kolaboratif di antara para 

aktor. Temuan menunjukkan bahwa pembelajaran sosial muncul melalui interaksi berkelanjutan, dialog 

reflektif, dan praktik kolektif berulang yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, 

lembaga pemerintah, dan aktor akademis. Proses-proses ini memfasilitasi integrasi pengetahuan ekologi 
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lokal dengan perspektif ilmiah, sekaligus menumbuhkan kepercayaan, pemahaman bersama, dan 

kepemimpinan yang terdistribusi di seluruh jaringan. CoP berkembang melampaui platform pertukaran 

pengetahuan menjadi mekanisme yang memperkuat kapasitas kolektif untuk mendukung pengelolaan 

adaptif bersama. Hal ini terlihat dari munculnya inisiatif konservasi berbasis masyarakat, peningkatan 

koordinasi dalam menangani tantangan lingkungan pesisir, dan penguatan bertahap legitimasi 

kelembagaan di tingkat lokal. Meskipun terdapat perkembangan yang positif, beberapa tantangan tetap 

ada, termasuk ketimpangan dalam kapasitas organisasi, hambatan komunikasi, dan kepentingan pemangku 

kepentingan yang berbeda-beda yang terus membentuk arah kolaborasi 

Kata kunci: Pembelajaran social, Komunitas praktik, Adaptive co-management, Tata kelola kelautan. 

 

 

PENDAHULUAN 
Ekosistem laut di wilayah pulau-pulau kecil semakin dihadapkan pada tekanan yang kompleks, yang 

biasanya dipicu oleh adanya perubahan iklim, ekspansi ekonomi, dan peningkatan pemanfaatan sumber 

daya. Tekanan ini sering kali menimbulkan tantangan dalam tata kelola sumber daya laut, yang ditandai 

dengan sistem pengetahuan yang terfragmentasi, tumpang tindihnya mandat kelembagaan, dan koordinasi 

yang terbatas di antara para pemangku kepentingan. Implikasinya tentu saja dapat menghambat 

pengembangan strategi pengelolaan yang adaptif dan efektif. Studi-studi terbaru menekankan bahwa tata 

kelola kolaboratif sangat penting dalam mengatasi kompleksitas tersebut, berupa koordinasi lintas tingkat 

kelembagaan, meningkatkan kepercayaan di antara para pelaku, dan memperkuat kapasitas pengambilan 

keputusan kolektif dalam sistem laut dan pesisir (Asio et al., 2026; Becker & Bodin, 2025). Dalam konteks 

pulau-pulau kecil, tantangan-tantangan ini semakin diperparah oleh kerentanan ekologis dan 

ketergantungan yang kuat pada sumber daya laut, sehingga pendekatan tata kelola yang adaptif dan inklusif 

semakin diperlukan (Bennett et al., 2021). Tanpa adanya mekanisme yang mampu menjembatani 

kesenjangan kelembagaan dan pengetahuan, inisiatif keberlanjutan di sistem pesisir sering kali tetap 

terfragmentasi dan kurang efektif dalam menangani perubahan lingkungan jangka panjang (van Noort et 

al., 2025).  

Menanggapi persoalan ini, pembelajaran social (social learning) semakin diakui sebagai mekanisme 

kunci dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Pembelajaran sosial 

berupa proses interaksi, refleksi, dan produksi bersama pengetahuan di antara berbagai pemangku 

kepentingan, menjadi hal yang krusial untuk guna untuk mengembangkan pemahaman bersama dan 

merumuskan tanggapan terkoordinasi terhadap permasalahan sosio-ekologis yang kompleks (Biggs et al., 

2022; Norström et al., 2020). Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa pembelajaran sosial memainkan 

peran penting dalam memfasilitasi perubahan transformatif dalam tata kelola laut dengan melakukan 

dialog lintas sektor dan mendorong praktik tata kelola reflektif (Michelle et al., 2025; van Noort et al., 

2025). Dalam konteks pesisir dan laut, berbagai sistem pengetahuan hidup berdampingan. Proses-proses 

ini sangat penting untuk mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan ekologi lokal dan 

pengalaman hidup, sehingga meningkatkan relevansi dan legitimasi pengambilan keputusan lingkungan 

(Michelle et al., 2025; van Noort et al., 2025). 

Konsep Komunitas Praktik (Community of Practice/CoP) menyediakan lensa analitis untuk 

memahami bagaimana pembelajaran sosial dipertahankan melalui interaksi berkelanjutan dan keterlibatan 

bersama. Dalam tata kelola lingkungan, CoP telah terbukti mendukung pertukaran pengetahuan, 

memperkuat jaringan, dan meningkatkan kapasitas kolektif di antara pemangku kepentingan yang 

beroperasi melintasi batas-batas kelembagaan (Hovardas, 2021; van Noort et al., 2025). Selain itu, CoP 

turut memainkan peran penting dalam mengatasi fragmentasi tata kelola dengan menghubungkan para 

aktor, memfasilitasi komunikasi, dan mendukung proses pembelajaran iteratif dalam sistem sosio-ekologis 

(Asio et al., 2026; Becker & Bodin, 2025). Pendekatan inklusif dan partisipatif yang tertanam dalam 

komunitas semacam itu juga telah dikaitkan dengan hasil lingkungan yang lebih baik dan legitimasi 
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kelembagaan yang lebih besar (Bennett et al., 2021). 

Meskipun begitu, celah riset ini tetap ada. Studi yang ada cenderung menekankan peran fungsional 

dari Komunitas Praktik sebagai platform pertukaran pengetahuan, dengan sedikit perhatian terhadap 

bagaimana proses pembelajaran sosial berlangsung dalam praktik di lingkungan multi-pemangku 

kepentingan yang ditandai oleh ketidakseimbangan kekuasaan, batasan institusional, dan kepentingan yang 

beragam. Selain itu, bukti empiris mengenai bagaimana proses pembelajaran ini diterjemahkan menjadi 

hasil tata kelola adaptif dalam konteks pulau kecil juga masih terbatas (Asio et al., 2026; Michelle et al., 

2025). Kesenjangan ini sangat signifikan mengingat konteks tersebut seringkali memerlukan pendekatan 

tata kelola yang fleksibel dan sensitif terhadap konteks, yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan 

prioritas yang saling tumpeng tindih. 

Studi ini berupaya mengkaji proses pembelajaran sosial yang beroperasi dalam Komunitas Praktik 

(Community of Practice) multi-pemangku kepentingan yaitu Jaringan Peduli Laut (JALA) Bintan, dan 

bagaimana hal tersebut berkontribusi pada penguatan tata kelola sumber daya laut. Artikel ini bertujuan 

menganalisis proses-proses di mana pengetahuan diintegrasikan, hubungan dikembangkan, dan kapasitas 

kolektif diperkuat di antara organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, lembaga pemerintah, dan aktor 

akademisi. Dengan menempatkan dinamika ini dalam kerangka tata kelola laut yang lebih luas, penelitian 

ini berupaya memberikan wawasan empiris mengenai bagaimana Komunitas Praktik berfungsi sebagai 

mekanisme penghubung dalam sistem tata kelola yang terfragmentasi serta mendukung pengelolaan 

sumber daya laut yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. 

 

METODE 
Studi ini menggunakan desain studi kasus kualitatif dalam konteks Pulau Bintan Utara. Pendekatan 

ini digunakan untuk mengkaji pembelajaran sosial dalam konteks multi-pemangku kepentingan. 

Pendekatan studi kasus dapat mengeksplorasi konteks secara mendalam terhadap dinamika interaksi, 

praktik, dan proses social dalam situasi nyata, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif 

terhadap fenomena yang kompleks (Creswell et al., 2007; Priya, 2021) . Studi ini dilakukan pada jaringan 

JALA Bintan di zona pesisir Pulau Bintan Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. JALA Bintan 

merupakan komunitas praktik yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil lokal, kelompok masyarakat di 

bidang perikanan dan pariwisata, seperti pokdarwis, pokmaswas, dinas terkait, serta akademisi yang 

terlibat dalam konservasi laut dan pengelolaan sumber daya. Informan dipilih secara purposif untuk 

mewakili kategori pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam JALA Bintan.  Teknik purposive 

sampling digunakan karena memungkinkan memilih informan yang memiliki pengalaman dan 

pengetahuan relevan terhadap fenomena yang diteliti (Berndt, 2020). Informan ditetapkan berdasarkan 

kriteria yaitu (1) perwakilan organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam JALA; (2) kelompok masyarakat 

lokal, termasuk nelayan, pokdarwis, dan pokmaswas; (3) dinas terkait yang terlibat dalam pengelolaan 

sumber daya pesisir; dan (4) akademisi yang berkolaborasi dengan komunitas JALA Bintan.  

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci 

dari setiap kategori peserta, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi lapangan, dan telaah dokumen 

sekunder. Data wawancara mencakup topik-topik seperti peran peserta dalam JALA Bintan, persepsi 

tentang pembelajaran dan kolaborasi, serta pandangan mereka mengenai tata kelola sumber daya laut. 

Hasil wawancara kemudian ditranskrip secara verbatim untuk dianalisis guna memastikan keakuratan. 

Selain wawancara, peneliti juga melakukan FGD dengan anggota kelompok masyarakat lokal (kelompok 

nelayan, pokdarwis, dan pokmaswas) untuk menangkap perspektif kolektif, yang melibatkan sekitar 6–8 

peserta. Hasil FGD digunakan untuk melengkapi data wawancara dengan mendorong interaksi dan 

menyoroti isu-isu di level komunitas. Sementara itu, data obeservasi lapangan berupa hasil pengamatam 

pertemuan JALA Bintan, lokakarya, dan kegiatan lapangan berupa interaksi, proses pengambilan 

keputusan, dan dinamika kelompok, serta dokumen-dokumen yang relevan untuk mengontekstualisasikan 

temuan, termasuk notulen rapat JALA, laporan proyek, rencana komunitas, serta komunikasi publik atau 
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media apa pun tentang kegiatan JALA, dilakukan telaah lebih lanjut guna mencari bukti proses 

perencanaan, kesepakatan, dan evolusi historis CoP. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik melalui proses 

pengkodean terbuka, pengelompokan kategori, dan pengembangan tema yang berkaitan dengan 

pembelajaran sosial dan tata kelola (Braun & Clarke, 2021). Analisis dimulai dengan pengorganisasian 

data dan pemahaman mendalam melalui pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara, catatan FGD, 

dan catatan observasi. Selanjutnya, dilakukan pengkodean terbuka (open coding) untuk mengidentifikasi 

unit-unit informasi yang bermakna terkait pembelajaran sosial, kolaborasi, dan proses tata kelola. Kode-

kode yang teridentifikasi dikelompokkan ke dalam kategori tematik yang sesuai dengan konsep-konsep 

analitis utama, termasuk interaksi, refleksi, dan proses pembelajaran berulang, serta integrasi pengetahuan, 

kepemimpinan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Tema-tema ini kemudian dijelaskan lebih lanjut 

dalam kaitannya dengan kerangka konseptual Komunitas Praktik dan pembelajaran sosial. Untuk 

meningkatkan kredibilitas temuan, triangulasi data diterapkan dengan membandingkan informasi yang 

diperoleh dari wawancara, FGD, observasi, dan dokumen. 

 

PEMBAHASAN  
Integrasi Pengetahuan dalam Jaringan 

CoP yang terdiri dari perwakilan pokmaswas, pokdarwis, kelompok nelayan, serta organisasi 

konservasi, berbagi dan menggabungkan berbagai sistem pengetahuan lokal secara terbuka, mulai dari 

pengetahuan ekologi tradisional masyarakat pesisir, hingga informasi ilmiah yang disampaikan oleh 

akademisi dan praktisi konservasi. Proses pertukaran dan sintesis pengetahuan ini tidak hanya 

memperkaya pemahaman kolektif terhadap praktik konservasi, melainkan juga mendorong munculnya 

strategi pengelolaan yang lebih adaptif dan kontekstual. Dalam konteks ini, CoP Jala Bintan telah 

menunjukkan kapasitasnya sebagai ruang pembelajaran sosial yang menghargai keberagaman 

pengetahuan dan mendorong pengambilan keputusan berbasis kolaborasi lintas aktor. Mereka juga 

menunjukkan keterikatan yang kuat melalui interaksi dan kolaborasi aktif antaranggota dalam berbagai 

kegiatan lapangan dan forum diskusi, yang berangkat dari latar belakang berbeda, dengan berpartisipasi 

secara setara dalam merumuskan agenda kegiatan, membahas permasalahan lingkungan, dan mencari 

solusi kolektif. Dari proses ini, kemudian terbangun rasa saling percaya dan solidaritas yang menjadi 

fondasi bagi keberlanjutan jejaring. Keterlibatan bersama dalam kegiatan konservasi, khususnya dalam 

kegiatan konservasi penyu di Pulau Mapur, tidak hanya memperkuat koordinasi lintas kelompok, tetapi 

juga menumbuhkan kesadaran bahwa upaya pelestarian sumber daya pesisir merupakan tanggung jawab 

bersama. Dinamika ini mencerminkan pergeseran dari hubungan kerja sektoral menuju bentuk kolaborasi 

berbasis pembelajaran sosial dan nilai kebersamaan. 

Pembelajaran refleksif tercermin dalam cara CoP Jala Bintan mengelola proses pembelajarannya 

melalui refleksi kritis dan evaluasi bersama setelah kegiatan berlangsung, seperti melakukan peninjauan 

terhadap efektivitas metode yang digunakan, tantangan lapangan, serta peluang untuk peningkatan di 

kegiatan selanjutnya. Proses reflektif ini mendorong mereka untuk tidak hanya menilai hasil kegiatan 

secara teknis, tetapi juga meninjau kembali peran, komunikasi, dan koordinasi antaranggota. Pembelajaran 

yang dilakukan ini tidak berhenti pada tataran praktik, melainkan berkembang menjadi proses adaptasi 

sosial yang memperkuat kapasitas kolektif CoP dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas 

pengelolaan lingkungan pesisir. Pertemuan-pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan dan 

memperkuat kerja sama antar komunitas, dengan menyampaikan berbagai permasalahan seperti kendala 

komunikasi, respon dari pengurus yang sering terlambat, serta perlunya peningkatan koordinasi antar 

organisasi yang tergabung dalam CoP Jala Bintan. Hasilnya menunjukkan bahwa jejaring yang telah 

terbentuk ini memberikan implikasi yang positif, dengan menciptakan suasana yang terbuka dan 

partisipatif, sehingga dapat menjadi langkah bersama untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga 

keberlanjutan ekosistem pesisir. 
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Kepemimpinan dan Local Champions 
Kepemimpinan dalam CoP Jala Bintan tumbuh secara organik melalui proses interaksi dan komitmen 

bersama di antara para anggota yang memiliki kepedulian terhadap isu sumber daya laut. Organisasi seperti 

Pokdarwis Pengudang, Lamun Warrior dan Bintan Black Coral, sebagai local campions, menunjukkan 

kendali kepemimpinan yang tidak mendominasi, namun justru mengayomi. Para local champions ini telah 

menunjukkan peran yang tidak hanya menggerakkan kegiatan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai 

partisipatif, transparansi, dan tanggung jawab kolektif dalam setiap proses pengambilan keputusan. 

Mereka menjadi figur penghubung yang menjembatani beragam kepentingan antaranggota dan mendorong 

terbentuknya budaya kerja yang kolaboratif. Kepemimpinan yang dibangun bersifat distributed leadership, 

di mana otoritas tidak terpusat pada satu individu, melainkan tersebar melalui praktik saling belajar dan 

dukungan timbal balik. Kehadiran mereka berperan penting sebagai katalis pembelajaran sosial, dimana 

mereka menumbuhkan kepercayaan, menjaga kohesi kelompok, dan memastikan agar CoP tetap 

berorientasi pada aksi nyata serta keberlanjutan gerakan. Dengan pola kepemimpinan semacam ini, CoP 

Jala Bintan mempertahankan vitalitasnya sebagai komunitas yang reflektif, adaptif, dan berdaya dalam 

memperjuangkan tata kelola kelautan yang inklusif dan berkeadilan.  

Mekanisme kepemimpinan partisipatif dibangun melalui praktik rotasi peran, mentoring, dan 

musyawarah kolektif. Rotasi peran memungkinkan setiap anggota, baik dari kelompok masyarakat pesisir, 

aktivis konservasi, maupun akademisi pendamping CoP, untuk secara bergiliran mengambil tanggung 

jawab dalam perencanaan, fasilitasi, dan evaluasi kegiatan. Pendekatan ini menumbuhkan rasa 

kepemilikan bersama terhadap CoP dan mencegah ketergantungan pada figur tertentu. Hal ini terbukti dari 

hasil observasi terhadap tiga kegiatan yang dilakukan bersama CoP Jala Bintan sepanjang tahun 2025, 

yang meliputi: (1) pertemuan rutin pada bulan Mei 2025 di Desa Malang Rapat, dimana pertemuan ini 

berupaya menumbuhkan kembali semangat organisasi anggota komunitas setelah CoP dibentuk pada tahun 

2024; (2) pertemuan pembelajaran konservasi penyu di Pulau Mapur pada Juli 2025, yang berfokus pada 

integrasi pengetahuan lokal serta (3) lokakarya Penyusunan Strategi dan Rencana Usaha/Kegiatan 

Organisasi Masyarakat Sipil di Bidang Kemaritiman di Kabupaten Bintan pada September 2025. Melalui 

rangkaian kegiatan tersebut terlihat bahwa CoP Jala Bintan menekankan prinsip musyawarah dan 

konsensus dalam setiap pengambilan keputusan. Forum rutin yang dilakukan JALA Bintan, baik secara 

daring maupun tatap muka, menjadi arena bagi anggota untuk menyampaikan pandangan, berbagi 

pengalaman lapangan, dan menegosiasikan strategi bersama. Pola ini memperkuat kohesi sosial dan 

memastikan bahwa setiap keputusan merepresentasikan aspirasi kolektif, bukan kepentingan individu. 

Kepemimpinan partisipatif ini terbukti menjadi salah satu faktor kunci yang menopang keberlanjutan 

CoP Jala Bintan. Melalui pola kepemimpinan yang terbuka dan berbasis musyawarah, CoP mampu 

menjaga keterlibatan aktif anggotanya serta menciptakan rasa memiliki yang tinggi terhadap arah gerakan 

bersama. Mekanisme rotasi peran memastikan distribusi tanggung jawab yang adil dan mendorong 

munculnya pemimpin-pemimpin baru dengan kapasitas berbeda, sehingga CoP tidak bergantung pada 

figur tunggal. Hal ini akan memperkuat daya tahan ketika menghadapi dinamika internal maupun 

perubahan eksternal, seperti pergeseran dukungan mitra atau perubahan kebijakan pemerintah daerah. 

Selain itu, pola pendampinagan yang dijalankan oleh para anggota turut berkontribusi terhadap regenerasi 

kepemimpinan di dalam komunitas. Proses pendampingan yang dilakukan secara informal melalui diskusi 

reflektif dan berbagi pengalaman lapangan mendorong tumbuhnya kesadaran kritis anggota terhadap 

pentingnya kolaborasi dan etika kerja kolektif. 

Lebih lanjut, pendekatan ini menjadikan CoP Jala Bintan lebih mudah diterima oleh berbagai 

pemangku kepentingan eksternal. Pemerintah daerah, lembaga konservasi, dan mitra swasta melihat pola 

kerja yang transparan dan inklusif sebagai cerminan legitimasi sosial. Keberhasilan CoP mempertahankan 

kepercayaan lintas aktor menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya bergantung pada dukungan 

sumber daya, tetapi juga pada social capital yang dibangun melalui kepemimpinan partisipatif. Dengan 

demikian, mekanisme ini berperan ganda: memperkuat kohesi internal dan sekaligus meningkatkan posisi 
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strategis CoP Jala Bintan dalam jejaring kolaborasi pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. 

Kepemimpinan partisipatif dalam CoP Jala Bintan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tata 

kelola internal, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi berlangsungnya proses social learning yang 

dinamis. Melalui kepemimpinan yang bersifat kolaboratif dan reflektif, setiap anggota memiliki ruang 

yang setara untuk berkontribusi, belajar, dan bereksperimen dengan pengetahuan baru. Pola ini 

menciptakan ekosistem pembelajaran yang tidak hierarkis, di mana pengalaman praktis, pengetahuan 

lokal, dan wawasan ilmiah dapat saling dipertukarkan secara terbuka. Dalam praktiknya, kepemimpinan 

partisipatif memungkinkan terjadinya siklus pembelajaran berkelanjutan yang berangkat dari refleksi atas 

pengalaman lapangan, pengujian strategi baru, hingga evaluasi bersama atas hasil yang dicapai. Melalui 

proses ini, CoP Jala Bintan mampu mengembangkan kapasitas adaptif dan memperkuat kemampuan 

kolektifnya dalam merespons perubahan konteks sosial maupun ekologis. Selain itu, suasana saling 

percaya yang dibangun oleh para champions turut memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan rasa aman 

untuk berbagi pengetahuan tanpa rasa inferioritas. 

 

Pembelajaran Iteratif dalam CoP Jala Bintan 

Proses pembelajaran tidak berhenti pada pertukaran informasi, tetapi berkembang menjadi siklus 

refleksi berulang di mana setiap organisasi anggota, yang terdiri dari kelompok nelayan, pokdarwis, 

pokmaswas, dan komunitas konservasi, kembali menggali akar permasalahan, potensi, serta kekuatan 

internal masing-masing. Melalui fasilitasi terbuka dan diskusi kelompok kecil, anggota CoP memberikan 

umpan balik satu sama lain terkait efektivitas program, pola komunikasi, serta strategi kolaborasi yang 

telah dijalankan. Proses ini menciptakan ruang bagi pembelajaran reflektif yang mendorong evaluasi diri 

dan penyesuaian strategi berdasarkan pengalaman kolektif. Hasil umpan balik tidak hanya memperjelas 

arah dan peran masing-masing organisasi dalam jaringan CoP, tetapi juga memperkuat kesepahaman 

mengenai visi bersama untuk memperjuangkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan. Siklus pembelajaran 

yang berulang ini menjadi mekanisme penting dalam menjaga relevansi dan adaptivitas CoP terhadap 

dinamika sosial dan lingkungan, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan komunitas pembelajaran 

bergantung pada kemampuan untuk terus mengkaji, memperbaiki, dan menyelaraskan tujuan bersama 

dengan realitas lapangan. 

 

Keterlibatan Stakeholders dan Pemberdayaan 

Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut memperkaya proses pembelajaran kolektif di dalam CoP, baik 

melalui pemberian materi substantif, seperti penanganan tumpahan minyak hitam di perairan Bintan, 

maupun melalui dorongan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan CoP. Misalnya, Kesbangpol 

Bintan yang menyatakan dukungan agar organisasi yang menjadi anggota CoP Jala Bintan segera memiliki 

status badan hukum, guna memperkuat legitimasi dan kapasitas advokasinya. Sementara itu, COAST 

Facilities memberikan peluang konkret bagi organisasi anggota CoP untuk mengakses dana hibah yang 

dapat dimanfaatkan untuk memperluas kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Melalui 

interaksi lintas lembaga ini, CoP Jala Bintan tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembelajaran sosial, 

tetapi juga sebagai ruang kolaboratif yang mendorong redistribusi pengetahuan, sumber daya, dan 

kekuasaan di antara aktor negara, akademisi, dan masyarakat sipil. Sehingga pembelajaran yang terjadi 

bersifat siklikal dan transformatif yang mendorong para anggota untuk terus memperbaiki strategi, 

memperkuat jejaring, dan meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan 

pesisir secara berkelanjutan. 

Kolaborasi yang terbangun dalam lokakarya CoP Jala Bintan pada September 2025 ternyata juga 

berdampak langsung pada penguatan kapasitas dan kemandirian komunitas pesisir. Melalui interaksi 

dengan berbagai lembaga teknis dan akademik, komunitas seperti pokmaswas, pokdarwis, kelompok 

nelayan, kelompok konservasi, memperoleh kesempatan untuk memperluas pemahaman mereka tentang 

isu-isu lingkungan, tata kelola sumber daya laut, dan strategi adaptasi terhadap ancaman pencemaran 
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maupun eksploitasi wilayah pesisir. Kegiatan bersama yang dilakukan telah mendorong munculnya 

kesadaran baru di kalangan anggota komunitas tentang pentingnya posisi mereka sebagai aktor utama 

pengelolaan sumber daya bukan sekadar penerima manfaat program. Beberapa kelompok bahkan mulai 

merancang inisiatif lokal berbasis hasil pembelajaran lokakarya, seperti peningkatan pengawasan terhadap 

praktik pembuangan limbah di perairan Bintan, penyusunan peta wilayah tangkap tradisional, hingga 

gagasan untuk memperkuat sistem peraturan adat yang melindungi kawasan konservasi. 

Melalui proses ini, CoP Jala Bintan bertransformasi dari sekadar forum koordinasi menjadi wadah 

pemberdayaan yang menghubungkan pengetahuan lokal dengan dukungan kelembagaan dan sumber daya 

eksternal. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pembelajaran sosial dalam CoP tidak berhenti pada 

ranah diskusi, melainkan berkembang menjadi aksi kolektif yang memperkuat posisi masyarakat pesisir 

sebagai mitra sejajar dalam tata kelola laut yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak 

yang terjalin antara organisasi yang tergabung dalam CoP menunjukkan dampak nyata terhadap proses 

pemberdayaan komunitas pesisir. Observasi selama kegiatan mencatat keterlibatan aktif dari berbagai 

kelompok akar rumput yang secara terbuka berbagi pengalaman tentang tantangan pengelolaan lingkungan 

di wilayah pesisir Bintan. Melalui interaksi dengan lembaga teknis dan akademik, peserta memperoleh 

pemahaman baru tentang bagaimana isu pencemaran laut, pengelolaan limbah industri, dan potensi ocean 

grabbing dapat dihadapi melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis pengetahuan lokal. Di sisi lain, 

anggota pokdarwis juga menyampaikan bahwa kegiatan ini membantu mereka memahami potensi wisata 

berbasis konservasi sebagai strategi ekonomi alternatif yang tidak merusak lingkungan. Dukungan dari 

pemangku kepentingan turut memperkuat arah pemberdayaan ini. Terlebih lagi, sesi yang difasilitasi oleh 

COAST Facilities adalah sebuah hal baru bagi komunitas akar rumput di Bintan, dan ini menumbuhkan 

semangat yang dapat dilihat dari beberapa organisasi anggota CoP juga mulai menyiapkan proposal hibah 

untuk memperluas kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan di tingkat lokal. 

 

KESIMPULAN 
Temuan studi ini menunjukkan bahwa CoP Jala Bintan telah berhasil menjadi arena pembelajaran 

sosial yang produktif, di mana refleksi, kolaborasi, dan aksi nyata berjalan beriringan. Proses 

pemberdayaan tidak hanya terjadi melalui transfer pengetahuan, tetapi juga melalui pengakuan terhadap 

kapasitas komunitas untuk bertindak, mengatur, dan memimpin upaya konservasi di wilayahnya sendiri. 

CoP Jala Bintan menegaskan dirinya sebagai model kolaborasi yang menumbuhkan kemandirian 

masyarakat pesisir sekaligus memperkuat tata kelola laut yang inklusif. Proses pembelajaran sosial yang 

berlangsung di dalam CoP Jala Bintan secara nyata menunjukkan adanya dimensi pemberdayaan yang 

kuat. Dalam konteks social learning framework, pemberdayaan ini tidak hanya dimaknai sebagai 

peningkatan kapasitas individu untuk memahami isu-isu lingkungan, tetapi juga sebagai transformasi relasi 

kekuasaan dan posisi tawar komunitas pesisir dalam tata kelola sumber daya laut. 

Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan terjadi melalui tiga lapisan utama. Pertama, 

pemberdayaan kognitif, yaitu peningkatan pengetahuan dan kesadaran kritis masyarakat tentang 

pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam mengelola sumber daya laut. Hal ini terlihat dari munculnya 

kesadaran baru di kalangan peserta bahwa pelestarian lingkungan harus melibatkan koordinasi antar desa, 

aparat pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Proses diskusi reflektif dalam lokakarya September 

2025 memperkuat kemampuan komunitas untuk menafsirkan permasalahan ekologis dari perspektif 

sistemik, bukan sekadar peristiwa lokal. Kedua, pemberdayaan sosial, yang tampak melalui peningkatan 

jaringan kolaborasi antara masyarakat, lembaga pemerintah, dan institusi akademik. Keikutsertaan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kesbangpol Bintan, DLH, KPLP, PKSPL IPB, serta 

COAST Facilities memperluas akses komunitas terhadap sumber daya, pendampingan teknis, dan peluang 

pendanaan. Dalam kerangka pembelajaran sosial, interaksi ini memperlihatkan adanya bridging social 

capital yang memperkuat daya tawar komunitas di hadapan lembaga formal. Terakhir, pemberdayaan 

struktural, yaitu upaya memperkuat posisi kelembagaan CoP Jala Bintan agar memiliki legitimasi hukum 
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dan kapasitas advokasi yang lebih kuat. Dukungan Kesbangpol untuk pembentukan badan hukum serta 

peluang akses hibah dariCOAST Facilities menandai transisi penting dari CoP sebagai forum diskusi 

menjadi organisasi dengan fungsi representasi dan pengaruh kebijakan. Proses ini mencerminkan 

transformasi dari learning community menuju governing community di mana masyarakat tidak hanya 

belajar dari pengalaman, tetapi juga menggunakannya untuk memengaruhi keputusan yang berdampak 

pada kehidupan mereka. 
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